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ABSTRAK 

Studi ini akan mengkomparasikan penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan 

Kota Yogyakarta. selain mengkomparasikan penggunaan media aduan masyarakat berbasis online, 

studi ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media aduan 

masyarakat berbasis online. Secara khusus, penelitian ini berusaha menganalisis tingkatan 

penggunaan media aduan masyarakat berbasis online dan menganalisis secara kritis sejauh mana 

Peformance Expectancy, Effort Expectancy, Social influence, Facilitating conditions, Perceived 

Risk, Percieved Enjoyment, Habit, dan Attitude mempengaruhi penggunaan media aduan 

masyarakat berbasis online. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif (mixed 

methodology) dengan teknik campuran bertahap (Sequential Mix Methode) dan Strategi 

eksplanatoris sekuensial. Variabel-variabel penelitian dioperasionalkan ke dalam indikator, yang 

dikonversikan menjadi kuesioner yang sebarkan kepada masyarakat pengguna media aduan 

masyarakat berbasis online. Data survei diperoleh dari masyarakat yang diambil secara random 

dan dianalisis dengan menggunakan SmartPLS 3 dan SPSS (Versi 23). Tanggapan wawancara 

dianalisis konten untuk memvalidasi data kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini juga beragam 

yaitu Kota Yogyakarta sebanyak 95 masyarakat, Kabupaten Sleman sebanyak 94 masyarakat, 

Kabupaten Bantul sebanyak 91 masyarakat, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 87 masyarakat dan 

Kabupaten Gunungkidul sebanyak 65 masyarakat. 

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aduan masyarakat berbasis online di 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul telah berada pada tingkatan 

horizontal integration. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih 

berada pada tingkatan vertical integration. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo 

dan Kabupaten Gunungkidul adalah Peformance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating 

conditions, Perceived Risk, Percieved Enjoyment, Habit, dan Attitude. Disamping itu, Social 

Infuluence tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap untuk menggunakan media 

aduan masyarakat di daerah tersebut. Temuan lain di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 

menunjukkan bahwa Peformance Expectancy, Social influence, Facilitating conditions, Perceived 

Risk, Percieved Enjoyment, Habit, dan Attitude memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 

penggunaan media aduan masyarakat berbasis online. Sedangkan, Effort Expectancy tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap untuk menggunakan media aduan masyarakat 

di daerah tersebut. 

Kata Kunci: e-government, UMEGA, Peformance Expectancy, Effort Expectancy, Social 

influence, Facilitating conditions, Perceived Risk, Percieved Enjoyment, Habit, dan Attitude 



 

1. Introduction 

Studi ini akan mengkomparasikan penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo 

dan Kota Yogyakarta. selain mengkomparasikan penggunaan media aduan masyarakat 

berbasis online, studi ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media aduan masyarakat berbasis online. 

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia tahun 2017 sejumlah 143,26 juta orang. 

Angka tersebut setara dengan 54,68% jumlah penduduk Indonesia sebesar 262 juta orang. 

Pengguna di tahun 2017 meningkat dai sebelumnya di tahun 2016 sebesai 132,7 juta orang 

pengguna internet. Penggunaan internet di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. 

(APJII, 2018) 

Peningkatan jumlah pengguna internet setiap tahunnya nyatanya telah sejak lama 

direspon oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang responsif pemerintah adalah 

kebijakan electronic government (e-government) tertuang dalam Intruksi Presiden 

Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-government. (Suharyana, 2017) 

Seiring dengan pemanfaatan e-goverment, teori atau model mengenai sikap 

(attitude) dan penerimaan (acceptance) terhadap e-goverment juga mengalami 

perkembangan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi secara umum serta 

faktor pendukung maupun penghambat terhadap proses penerimaan terhadap penggunaan 

teknologi (Kripanont, 2007). E-government Adoption merupakan konstruksi psikologis 

seseorang untuk menerima atau menolak kehadiran teknologi berbasis computer dalam 



penyampaian informasi dan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat melalui 

jaringan internet ataupun sarana digital yang lain. (Gattiker dan Larwood 1986; Muir dan 

Oppenheim 2002; Beldad et al. 2012). 

Secara umum konsep dasar dari berbagai teori E-government Adoption adalah 

reaksi individu (individual reaction) untuk menggunakan E-government sebagai variabel 

independen, kemudian niat (behavioral intention) untuk menggunakan E-government 

sebagai variabel perantara, dan penggunaan E-government (actual use) sebagai variabel 

independen (Venkatesh et al. 2003). 

Perkembangan teori e-government adoption berkembang secara dinamis. Sejumlah 

model telah ditelah dikembangkan oleh para scholar untuk dapat mengetahui lebih lanjut 

hal-hal yang menjadi alasan individu untuk menerima dan menggunakan teknologi serta 

untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh yang signifikan. Komponen 

dalam model atau teori-teori psikologi termasuk dalam teori atau model penerimaan e-

government lebih sering disebut menggunakan istilah construct daripada variabel. Adapun 

sejumlah model yang telah dikembangkan adalah 

Tabel 1 

Perkembangan Teori e-government adoption 

Model Teori Construct atau Variabel 

Theory of Reasoned Action 

(TRA) 

Attitudes towards the behavior+ social 

influences 

Theory of Planned Behavior 

(TPB) 

Attitude towards behavior+ subject 

norms+perceived behavioral control 

(PBC) 

Decomposed Theory of 

planned Behavior (DTPB) 

Attitude towards behavior (compatibility, 

complexity, and relative advantage)+ 

subject norms + PBC (Efficiency, and 

facilitating conditions) 

Technology Acceptance Model 

(TAM) 

Perceived Usefulness +Perceived Ease 

Of Use 

Diffusion of Innovations 

Theory (DOI) 

Innovation attributes + innovators' 

characteristics 



The Social Cognitive Theory 
(SCT) 

Self-Efficacy + outcome expectations + 
affect 

The Motivational Model (MM) Intrinsic motivation (enjoyment, and fun) 

+ extrinsic motivation (perceived 

usefulness) 

The Model of PC Utilization 

(MPCU) 

Beliefs + affect+ social norms + 

perceived consequences + habit+ 

facilitating conditions 

Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology 

(UTAUT) 

Effort expectancy + performance 

expectancy+ social influence+ 

facilitating condition 

Extended Unified Theory of 

Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT2) 

Performance expectancy (UTAUT). Effort 

expectancy (UTAUT). Social influence 

(UTAUT). Facilitating conditions 

(UTAUT). Hedonic motivation. Price 

value. Habit. 

Unified Model of Electronic 

Government Adoption 

(UMEGA) 

Performance expectancy (UTAUT). Effort 

expectancy (UTAUT). Social influence 

(UTAUT). Facilitating conditions 

(UTAUT). Attitude (TRA). Perceived Risk. 

Sumber: Waehama, et, al. 2014; Pyng Shyu, et. al, 2011; Vankatesh, et. al, 2013; 

Olatubosun, 2012; Rhao, 2013 

 

Pada tulisan ini, penulis akan teori The unified model of e-government adoption 

(UMEGA) ( Dwivedi et al., 2017) dengan menambahkan variabel Perceived Enjoyment 

(TAM 3) (Balog, 2010; Teo, 2011; Santoso, 2013; Praveena, 2014; Chin, 2015; Hussain, 

2016) dan Habit (UTAUT 2) (Phan dan Daim, 2011; Vankatesh, 2012; Fitriaji, 2017; 

Nikolopoulos dan Likothanassis, 2017). Variabel-variabel tersebut tidak hanya mengukur 

faktor-faktor internal saja tetapi faktor-faktor eksternal yang dalam penelitian terdahulu 

memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap penggunaan e-government. 

2. Literatur Overview 

Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang e-government adoption yang 

secara umum terbagi menjadi beberapa tema besar. Berbagai penelitian yang bersifat 

empirik menggunakan teori-teori yang relevan untuk mengukur penerimaan individu 

dalam menggunakan e-government. Dalam berbagai penelitian empirik, perilaku 



penggguna (User behavior) ditempatkan sebagai subjek penelitian. Hasil temuan 

menunjukkan bahwa perilaku penggguna (User behavior) berhubungan dengan persepsi 

atas e-government oleh pengguna yang sudah aktif menggunakan e-government, baik yang 

bersifat voluntary yakni masyarakat umum (Abu-shanab 2014; Rana dan Dwivedi 2015; 

Aditiawarman et al. 2014; Dwivedi et al. 2017) atau yang bersifat mandatory yakni 

pegawai pemerintah (Batara et al. 2017; Venkatesh dan Davis 2000). 

Untuk mengukur perilaku pengguna tersebut, para peneliti mengembangkan 

berbagai teori salah satunya teori An empirical validation of a unified model of electronic 

government adoption (UMEGA) dikembangkan oleh (Dwivedi et al. 2017). Model ini 

menyintesiskan sembilan model penerimaan teknologi yang telah dikembangkan 

sebelumnya. Delapan model tersebut antara lain Theory Reasoned Action (TRA), 

Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of Planned 

Behavior (TPB), Combined TAM and TPB, Model of PC Utilization (MPCU), Innovation 

Diffusion Theory (IDT) dan Social Cognitive Theory (SCT) dan Unified Theory of Use and 

Acceptance of Technology (UTAUT). Model UMEGA memiliki lima konstruk utama yang 

memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari attitude dan behavioral 

intention yakni performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 

conditions dan perceived enjoyment. (Dwivedi et al. 2017). Penelitian ini juga akan 

menambahkan variabel lain untuk diuji secara bersama-sama dengan variabel utama dari 

model UMEGA tersebut. Variabel tersebut adalah Persepsi Resiko (Perceived Risk) dan 

Kebiasaan (Habit). 

Performance expectancy didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang 

meyakini bahwa menggunakan sistem akan membantunya mencapai keuntungan kinerja 



dalam pekerjaannya (Vankatesh, et, al 2013; Dwivedi et, al: 2017). Referensi (Vankatesh, 

et, al 2013) menemukan bahwa konstruk ini berpengaruh terhadap behavioral intention. 

Temuan yang sama juga diungkapkan oleh (Setterstrom, 2010; Michael , 2015;  El-Gayar, 

2016; Foon, 2014; Marchewka, 2007; Oswari, 2018; Sedana, 2014; Sharma, 2014; 

Sundaravej, 2017; Wang, 2016, Chi Yang, 2017). Sebaliknya (Jairak, 2018) justru 

memperoleh temuan yang sebaliknya. 

Effort expectancy didefinisikan sebagai tingkat kemudahan terkait dengan 

penggunaan sistem (Vankatesh, et, al 2013). Referensi (Vankatesh, et, al 2013) 

menemukan bahwa effort expectancy memiliki pengaruh terhadap behavioral intention. 

Hal senada juga ditemukan oleh (Setterstrom, 2010; Dasgupta, 2017;  El-Gayar, 2016; 

Foon, 2014; Marchewka, 2007; Oswari, 2018; Sharma, 2014; Sundaravej, 2017; Wang, 

2016; Jairak, 2018). Sebaliknya (Dasgupta, 2017)  mendapat temuan sebaliknya bahwa 

effort expectancy tidak mempengaruhi behavioral intention. Hasil yang sama juga 

dilaporkan oleh (Sedana, 2014) dan (Chi Yang, 2017).  

Social influence didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang merasakan 

bahwa orang-orang yang dianggapnya penting, percaya bahwa ia seharunya menggunakan 

sistem yang baru (Vankatesh, et, al 2013). Referensi (Vankatesh, et, al 2013) melaporkan 

hasil temuannya bahwa social influence mempengaruhi behavioral intention. Sebagian 

besar studi empiris juga menemukan hasil yang serupa [Setterstrom, 2010; Dasgupta, 2017;  

El-Gayar, 2016; Foon, 2014; Marchewka, 2007; Oswari, 2018; Sedana, 2014; Sundaravej, 

2017; Wang, 2016, Chi Yang, 2017; Jairak, 2018]. Namun (Sharma, 2014) menemukan 

pengaruh negatif antara social influence dan behavioral intention, sedangkan (Chi Yang, 



2017) mendapat temuan sebaliknya, bahwa social influence tidak mempengaruhi 

behavioral intention. 

Facilitating conditions didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang 

meyakini bahwa infrastruktur organisasi dan teknis yang ada mendukung penggunaan 

sistem (Vankatesh, et, al 2013). Referensi (Vankatesh, et, al 2013) menemukan bahwa 

facilitating conditions tidak berpengaruh tehadap behavioral intention, namun 

mempengaruhi use behavior. Hasil ini mengakibatkan model model UTAUT yang 

dikembangkan hanya melihat pengaruh facilitating condition terhadap use behavior. 

Temuan serupa juga dipaparkan oleh [Abu-shanab 2014, Dasgupta, 2017] yang 

memasukkan hubungan antara facilitating conditions dan behavioral intention dalam 

model penelitiannya. Namun beberapa studi empiris yang juga melakukan hal yang sama, 

memperoleh temuan sebaliknya (Foon, 2014, Sundaravej, 2017; Wang, 2016; Jairak, 

2018). 

Dalam penelitian [Sundaravej, 2017; Jairak, 2018] meniadakan seluruh variabel 

moderator. Mereka berpendapat bahwa variabel-variabel tersebut tidak terlalu banyak 

berpengaruh karena objek penelitiannya cenderung homogen dalam keempat variabel 

moderator tersebut dan bahwa penelitiannya merupakan penelitian cross-sectional berbeda 

dari UTAUT yang dikembangkan melalui penelitian longitudinal. Referensi (Dasgupta, 

2017) hanya menggunakan variabel gender dan experience sebagai moderator, sedangkan 

(Abu-shanab 2014) menggunakan gender dan age. Namun (Marchewka, 2007) justru 

menemukan bahwa variabel gender dan age tidak mempengaruhi hubungan keempat 

konstruk deteminan terhadap behavioral intention. 



Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian penulis kali ini memiliki relevansi yang mana penelitian-

penelitian diatas mengkaji tentang penggunaan e-government dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan e-government. Akan tetapi literatur review di atas hanya 

menggunakan satu teori guna mengukur penggunaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan e-government. 

Selain itu, dari Kebaharuan penelitian ini, penulis mencoba mengembangkan The 

unified model of e-government adoption(UMEGA)guna mengukur penerimaan masyarakat 

terhadap media aduan masyarakat berbasis online (e-government) dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan penggunaan media aduan masyarakat berbasis online (e-

government). Di mana jika dibandingkan dengan literatur di atasmenggunakan teori 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).Pada penelitian ini, 

penulis mencoba menambahkan variabel Percieved Enjoyment (persepsi kenyamanan) dan 

Habit (Kebiasaan) untuk mengukur penggunaan Aduan Masyarakat Berbasis Online (E-

Government) di 5 wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten 

Gunungkidul. 

Penambahan variable Percieved Enjoyment (persepsi kenyamanan) dan Habit 

(Kebiasaan) dilatarbelakangi oleh beberapa penelitian terdahulu. Beberapa literature 

sebelumnya menunjukan bahwa Variabel Percieved Enjoyment (persepsi kenyamanan) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan e-government (Balog & Pribeanu, 

2010; Santoso, 2010; Teo & Noyes, 2011; Gao, 2013; Praveena & Thomas, 2014; Chin, 

2015; Ulaan, Sifrid & Lambey, 2016; Hussain & Mkpojiogu, 2016; . Temuan lain juga 



memnuktikan bahwa Habit (Kebiasaan) juga memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 

penggunaan e-government (Phan & Tugrul, 2011; Venkatesh, Thong, & Xu, 2012; 

Veeramootoo, Dwivedi & Nunkoo, 2018; Bernadus, 2018; Moreno & Molinab, 2017; 

Nikolopoulos & Likothanassis, 2017).  

3. Theoretical-conceptual framework 

3.1.Pengembangan dan Tingkatan E-Government 

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahaan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Melalui 

pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja 

dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi 

informasi. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan 

oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat 

dilaksanakan melalui empat tingkatan, yaitu: (Darell, 2001; Brown, 2005; Apriyanti, 

2016 ) 

1) Tingkat 1 – Persiapan 

a) Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap 

lembaga.  

b) Sosialisasi situs web untuk internal dan publik 

2) Tingkatan 2 – Pematangan 

a) Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif  

b) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain  

3) Tingkat 3 – Pemantapan 

a) Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik  



b) Pembuatan inteperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain  

4) Tingkat 4 – Pemanfaatan 

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government 

(G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G3C). 

(Darell, 2001; Brown, 2005; Farid, 2015; Indrajit, 2015; Apriyanti, 2016; ) 

Mirip dengan klasifikasi perkembangan di atas, (Layne & Lee, 2001), 

membagi perkembangan e-government dalam 4 tingkatan, yaitu:  

Gambar 1. Layne and Lee Model 

 

Sumber: Layne and Lee Model, 2001 

1) Catalogue, adalah website pemerintah dibangun untuk menyediakan 

informasi publik kepada masyarakat.  

2) Transaction, pengguna website dapat bertransaksi dalam proses pelayanan 

publik yang disediakan secara online.  

3) Vertical integration, integrasi vertikal dari otoritas yang ada di atasnya yang 

menyediakan layanan fungsional sejenis.  



4) Horizontal integration, one stop service yang menginteraksikan seluruh 

unit-unit pelayanan online dalam satu portal layanan.  

3.2.Peformance Expectancy 

Teori-teori yang tergabung dalam performance expectancy yang pertama 

adalah persepsi kebermanfaatan (Davis, et.al. 1989), menjelaskan bahwa performansi 

kerja sesorang akan cenderung naik ketika seseorang tersebut percaya terhadap sistem 

yang dipakainya. Kedua, extrinsic motivations (Davis, 1993) menyatakan bahwa 

persepsi pengguna akan melakukan suatu aktifitas karena merasa alat menghasilkan 

suatu yang bernilai seperti meningkatkan performansi kerja, penghasilan dan promosi 

kerja. Ketiga, job-fit (Thompson, et.al.1991), menjelaskan bahwa keyakinan yang 

dimiliki seseorang menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan performansi 

kerja. Keempat, relative advantage (Moore dan Benbasat 1991), menyatakan bahwa 

tingkatan dimana sebuah inovasi dirasakan lebih baik. 

H1: Peformance Expectancy has a Significant Effect on Behavior Intention to 

use e-government 

3.3.Effort Expectancy 

Teori-teori yang tergabung dalam effort expectancy yang pertama adalah 

perceived ease of use (Davis, et al, 1989), menyatakan ukuran kepercayaan seseorang 

akan bebas dari usaha (effort) ketika menggunakan suatu sistem. Kedua, complexity 

(Thompson, et al. 1991), menjelaskan bahwa ukuran seseorang merasakan inovasi yang 

dibuat justru sangat sulit dimengerti maupun diimplementasikan. Ketiga, ease of use 

(Moore dan Benbasat 1991), menyatakan bahwa tingkatan dimana sebuah inovasi 

dirasakan lebih baik. 



Dalam keberhasilan menerima sebuah teknologi, (Adenan, 2015) menyebutkan 

bahwa desain sebuah sistem seperti platform virtual 15 dapat memungkinkan pengguna 

untuk menavigasikannya dengan mudah atau tidak. Davis dalam (Chang, 2012) 

menemukan bahwa sebuah aplikasi dapat diterima oleh penggunanya ketika sebuah 

aplikasi tersebut mudah digunakan. 

H2: Peformance Expectancy has a Significant Effect on Behavior Intention to 

use e-government 

3.4.Social Influence 

Teori-teori yang tergabung dalam Pengaruh Sosial (social influence) adalah 

yang pertama, subjective norm (Ajzen 1991), menyatakan bahwa persepsi seseorang 

berhubungan dengan orang penting seperti keluarga atau pasangan yang dapat 

menentukan pikiran seseorang tersebut untuk tidak melakukan atau harus melakukan 

perilaku yang diminta. Kedua, social factor (Thompson, et al. 1991) menyatakan bahwa 

perasaan dalam diri seseorang berkaitan dengan kebudayaan suatu kelompok dan 

persetujuan inter personal yang dibuat oleh sseorang dengan yang lainnya pada situasi 

sosial tertentu. Ketiga, image (Moore dan Benbasat, 1991) menyatakan bahwa 

tingkatan dimana menggunakan inovasi dirasakan akan meningkatkan image atau 

status seseorang dalam sistem sosial. 

H3: Social Influence has a Significant Effect on Behavior Intention to use e-

government 

3.5.Faciliting Condition 

Teori-teori yang tergabung dalam facilitating conditions adalah yang pertama 

perceived behavioral control (Azjen ,1991), mengenai perasaan mudah atau sulit untuk 



menampilkan suatu perilaku. Kedua, facilitating conditions (Thompson, et al, 1991) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang diobservasi sebagai hal yang 

memudahkan sesuatu untuk dilakukan. Ketiga, compatibility (Moore dan Benbasat, 

1991) menyatakan tingkatan dimana sebuah inovasi dirasakan konsisten serta relevan 

dengan nilainilai yang telah dibangun sebelumnya serta kebutuhan dan pengalaman 

sebelumnya. 

H4: Faciliting Condition has a Significant Effect to use e-government 

H5: Faciliting Condition has a Significant Effect to use e-government Effort 

Expectancy 

3.6.Percieved Risk 

Perceived risk yaitu anggapan risiko menghadirkan penilaian individu terhadap 

kemungkinan yang berhubungan atas hasil positif maupun negatif dari suatu transaksi 

atau situasi, serta sebuah bentuk multidimensional yang terdiri dari dua tipe risiko, 

yaitu risiko produk dan risiko biaya dalam menggunakan media aduan masyarakat 

berbasis online (Bhatnagar, 2000). 

H6: Perceived Risk has a Significant Effect on Behavior Intention to use e-

government 

3.7.Perceived Enjoyment 

Persepsi Kenyamanan adalah sejauh mana seorang individu menerima pantulan 

menggunakan teknologi untuk menjadi menyenangkan dalam dirinya sendiri, terlepas 

dari konsekuensi kinerja yang dapat diantisipasi (Davis, dkk 1989). Kenyamanan 

merupakan kondisi dimana seorang individu menggunakan sebuah teknologi ketika 

menjalankan aktivitasnya dan merasa nyaman untuk dirinya sendiri (Davis, 1989). 



Nugraha et al., (dalam Hapsari, 2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

kenyamanan yang dimiliki oleh pengguna teknologi informasi maka semakin baik 

sikap dari pengguna yang nantinya akan berkaitan dengan penerimaan teknologi sistem 

tersebut. Perasaan senang dan nyaman dalam menggunakan sistem teknologi informasi 

akan membuat pengguna melakukan pekerjaannya dengan baik dan menyelesaikannya 

tepat pada waktunya. 

H7: Perceived Enjoyment has a significant effect to use e-government 

3.8.Habit 

Kebiasaan penggunaan internet seseorang menurut Horrigan (2002), terdapat 

dua hal mendasar yang perlu diamati, yakni frekuensi internet yang sering digunakan 

dan lama menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna 

internet. The Graphic, Visualization & Usability Center, the Georgia Institute of 

Technology (2008), menggolongkan pengguna internet menjadi tiga kategori dengan 

berdasarkan intensitas internet yang digunakan : 1). Heavy users : pengguna internet 

menghabiskan waktu lebih dari 40 jam kerja per bulan. Jenis pengguna internet ini 

adalah salah satu ciri – ciri pengguna internet yang addicted.; 2). Medium users : 

pengguna internet yang menghabiskan waktu antara 10 sampai 40 jam per bulan.; 3). 

Light users : pengguna internet yang menghabiskan waktu kurang dari 10 jam per 

bulan. 

H8: Habit has a significant effect to use e-government 

3.9.Attitude 

Attitude toward using dalam TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap 

penggunaan sistem yang berbetuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila 



seseorang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya (Davis, 1993). Hoppe et al. 

(2001) mendefinisikan bahwa sikap menjelaskan penerimaan seseorang terhadap 

teknologi informasi. Sikap seseorang terdiri atas unsur kognitif/cara pandang 

(cognitive), afektif (affective), dan komponenkomponen yang berkaitan dengan 

perilaku (behavioral components). Yahyapour (2008) mendefinisikan sikap adalah 

salah satu bentuk dari evaluasi terhadap konsekuensi telah melaksanakan suatu 

perilaku. 

H9: Attitude has a significant effect to use e-government 
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4. Methodology 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

campuran/kombinasi (mixed methodology). Mixed Methods Research adalah 

suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metoda 

inkuiri. Mixed methods research juga disebut sebagai sebuah metodologi yang 

memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk 

cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. (Creswell, 

2014) 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti. Selanjutnya, untuk 

mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan kuesioner dan 

wawancara. Adapaun jumlah populasi pada penelitian ini adalah Kota 

Yogyakarta sebanyak 1.706 masyarakat pengguna aduan, Kabupaten Bantul 

sebanyak 894 masyarakat pengguna aduan, Kabupaten Sleman sebanyak 1.020 

masyarakat pengguna aduan, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 184 

masyarakat pengguna aduan dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 682 

masyarakat pengguna aduan. Bersasarkan hasil hitung, maka dapat disimpulkan 

bahwa sample dari maisng-masing lokasi penelitian Kota Yogyakarta sebesar 

94 pengguna aduan, Kabupaten Bantul 90 pengguna aduan, Kabupaten Sleman 

91 pengguna aduan, Kabupaten Kulon Progo 87 pengguna aduan dan 

Kabupaten Gunungkidul sebesar 65 pengguna aduan. 



5. Finding 

5.1.Penggunaan Media Aduan Masyarakat Berbasis Online 

Media aduan masyarakat berbasis online yang dimiliki 4 kabupaten 

dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan. Baik itu 

jenis media aduan masyarakat yang disediakan, penggunaan masyarakatnya 

hingga pada tahapan tata kelola media aduan masyarakat tersebut. Adapun 

penggunaan media aduan masyarakat berbasis online yang terdapat di lima 

daerah tersebut  sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

Gambar 3 

Penggunaan Media Aduan Masyarakat Berbasis Online 

 

      Sumber: diolah dari data primer Diskominfo kabupaten dan kota di DIY 

Berdasarkan gambar 5.5 di atas, Kabupaten Sleman merupakan daerah 

dengan penggunaan media aduan masyarakat berbasis online terbanyak di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul merupakan 
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daerah dengan penggunaan aduan masyarakat terendah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penggunaan media aduan masyarakat ini cukup beragam. Topik 

aduannya pun memiliki variatif yang berbeda di setiap daerah. Keluhan dan 

aduan yang masuk melalui media aduan online tersebut disampaikan 

berdasarkan kebutuhan dari masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang 

lebih baik dari pemerintah daerah. Adapun jumlah aduan yang masuk 

berdasarkan kanal aduan sebagai berikut 

Gambar 4 

Pengguna Kanal Aduan  

 

Sumber: diolah dari data primer, 2019 

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa penggunaan media 

aduan masyarakat berbasis online pada 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

KY KS KB KK KG

17
45

0 0 0

53

511

0
43

2

146
113

85

5
29

685

771

481

0 0

636

202

328

634

153

Email Website Sms Hotline Aplikasi Sosial Media



Istimewa Yogyakarta didominasi oleh pengguna aplikasi (Lapor Bantul, Lapor 

Sleman dan Jogja Smart Service) dan sosial media (Facebook, Twitter dan 

Instagram) sebagai kanal aduan online yang paling sering digunakan. Pada Kota 

Yogyakarta, media aduan masyarakat berbasis online yang paling banyak 

digunakan adalah Aplikasi (Jogja Smart Service) yang dapat dengan mudah dan 

gratis di akses melalui smartphone masyarakat di Kota Yogyakarta. Aplikasi 

Jogja Smart Service ini merupakan pengembangan dari aduan masyarakat 

UPIK yang kemudian diintegrasikan melalui aplikasi Jogja Smart Service 

tersebut. 

Penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di 4 

(empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 

tersebut sangat beragam. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten 

dengan penggunaan media aduan masyarakat berbasis online. Hal ini 

dikarenakan Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan jumlah 

penduduk terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, 

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah dengan penggunaan media 

aduan masyarakat berbasis online terendah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Jika dikaitkan dengan teori Dimensions and Stages of e-

Government Development yang dikembangkan layne and lee 



menunjukkan bahwa tingkatakan e-government di 4 (empat) kabupaten 

dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut 

Gambar 5 

Posisi Daerah Penelitian Berdasarkan Teori 
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Development yang dikembangkan layne and lee menunjukkan bahwa 
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tingkatan Vertical Integration. Menurut (Rahman, 2011) Tingkatan 
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struktural bersifat vertikal namun mempunyai fungsi yang sama 

berintegrasi dalam satu layanan. 

5.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Media Aduan Masyarakat 

Berbasis Online 

Berdasarkan hasil uji hopotesis pada 4 kabupaten dan 1 kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum memiliki dua temuan yang 

cukup identik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adanya dua 

kecenderung yang identik yaitu kesamaan temuan antara pengguna media 

aduan masyarakat berbasis online di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon 

Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Temuan di daerah ini menunjukkan  

bahwa pengaruh sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

sikap untuk menggunakan media aduan masyarakat berbasis online 

tersebut. Dengan demikian, pengaruh sosial hanya penting dalam situasi 

wajib dan terutama pada tahap awal dalam menggunakan aduan masyarakat 

berbasis online. Pengguna cenderung mengakses sendiri untuk alasan 

keamanan. 

Temuan identik lainnya menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman 

dan Kabupaten Bantul memiki kecenderungan yang relatif sama. Temuan 

tersebut adalah ekspektasi usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap sikap untuk menggunakan  media aduan berbasis online. 

Ketika sebuah teknologi adalah utilitarian, artinya pengguna 

menganggap kegunaan lebih penting daripada kemudahan penggunaan. 



Sehingga mengakibatkan harapan usaha tidak terlalu dipandang sebagai 

faktor pendukung adopsi teknologi baru. Kebutuhan akan kanal online 

untuk menyampaikan aduan secara online di era digital ini dianggap penting 

untuk mengefektif dan mengefesiensikan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang prima. Masyarakat di Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul cenderung memposisikan pelayanan online pada umumnya dan 

aduan masyarakat berbasis online pada khusus menjadi salah satu 

kebutuhan untuk menyampaikan aduan nya kepada pemerintah guna 

mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Temuan yang beragam 

tersebut dapat disimpulkan melalui gambar di bawah ini 
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Gambar 6 

Model Teori yang ditawarkan 

 

 



 

Dengan adanya kecenderungan antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten 

Gunungkidul menunjukkan bahwasanya kesejangan digital yang terjadi di ketiga daerah tersebut tidak 

merubah prilaku masyarakatnya untuk menggunakan media aduan masyarakat berbasis online (e-

government). Hal tersebut mengindikasikan bahwa, jika Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten 

Gunungkidul yang yang pada dasarnya memiliki kanal yang belum lengkap dan daerah dengan pengguna 

media aduan masyarakat berbasis online yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya bukan 

tidak mungkin akan meningkatkan pengguna aduan masyarakat berbasis online seperti hal nya di Kota 

Yogyakarta. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat baik itu yang 

sudah menggunakan maupun yang sudah menggunakan media aduan masyarakat berbasis online tersebut 

untuk lebih meningkatkan intensitas mereka dalam menggunakan media aduan online guna meningkatkan 

transaksi antara pemerintah dan masyarakatnya.  

Kecenderungan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul juga menunjukkan bahwa adanya 

kesamaan budaya dan nilai-nilai sosial (social influence) yang dianut oleh masyarakat di daerah tersebut. 

Nilai-nilai sosial yang diukur oleh pengaruh teman, keluarga, sosialisasi dari pemerintah dan media masa 



dianggap ampuh untuk mempengaruhi secara siginifikan penggunaan medi aduan masyarakat berbasis 

online. Penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di kedua daerah ini menunjukkan bahwa 

aduan masyarakat secara online ini dapat diterima oleh lingkungan sosial dan sesuai dengan norma sosial 

yang dianut oleh kedua daerah tersebut. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menambahkan dua variabel baru sebagai modifikasi dari 

teori the unified model of e-government adoption (UMEGA). Dua variabel baru tersebut adalah kebiasaan 

(habit) dan persepsi kenyamanan. Berdasarkan hasil penelitian di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota 

di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa dua variabel baru tersebut kebiasaan (habit) dan 

persepsi kenyamanan memiliki pengaruh yang signifikan dan secara teoritik diterima untuk dimodifikasi 

dengan teori the unified model of e-government adoption (UMEGA) tersebut. 

6. Kesimpulan 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan media aduan masyarakat berbasis online 

di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta menganalisis secara kritis sejauh mana 

hubungan dan pengaruh antara harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, persepsi 

resiko, persepsi kenyamanan, kebiasaan dan bahkan sikap seseorang untuk menggunakan media aduan masyarakat 



berbasis online. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten 

Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, penelitian ini mengusulkan teori penggunaan media aduan masyarakat 

berbasis online sebagaimana yang digambarkan di BAB sebelumnya (silakan lihat Gambar 5.24). 

Penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul  telah memasuki tahapan tertinggi yaitu horizontal integration. Ketiga daerah ini telah mengintegrasikan 

manajemen aduan online secara vertical (pemerintah pusat melalui LAPOR SP4N) dan secara horizontal (SKPD di 

lingkungan Pemda) yang terintegrasi melalui aplikasi-aplikasi berbasis android yang disediakan oleh masing-masing 

daerah. Terbukti dari banyaknya jumlah pengguna aduan masyarakat berbasis online di lingkungan Pemerintah 

daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditempati oleh Kabupaten Sleman dengan pengguna terbanyak. Selanjutnya 

diikuti oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sebagai pengguna aduan masyarakat berbasis online di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Selain itu, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada pada tahapan vertical 

integration. Di mana kedua daerah ini juga mengadopsi penggunaan media aduan online LAPOR SP4N yang dikelola 

oleh Pemerintah Pusat melalui KEMENPAN RB. Penggunaan LAPOR SP4N ini secara otomatis mengintegrasikan 

aduan yang masuk ke Pemerintah Pusat dan kemudian akan diterukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 



dan Kabupaten Gunungkidul untuk ditindaklanjuti. Jika dibandingkan dengan tiga daerah lain yang ada di DIY, 

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul menempati peringkat dua terbawah. 

Hasil ini mendukung penelitian dari (Sedana, 2014; Sharma, 2014; El-Gayar, 2016; Wang, 2016) yang 

menunjukkan bahwa semakin urban sebuah daerah maka masyarakat di daerah tersebut akan semakin tinggi 

intensitasnya dalam menggunakan e-government (dalam penelitian ini media aduan masyarakat berbasis online). 

Sebaliknya, semakin jauh daerah tersebut dari daerah urban maka intensitasnya dalam menggunakan e-government 

(media aduan masyarakat berbasis online) maka intensitas penggunaannya semakin rendah.  

Penggunaan media aduan masyarakat berbasis online ini, dipengaruhi oleh berbagai factor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta sangat beragam. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, adanya dua kecenderungan 

identik pada daerah peneltian.  

Temuan identik yang pertama antara pengguna media aduan masyarakat berbasis online di Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Temuan di daerah ini menunjukkan  bahwa pengaruh sosial 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap untuk menggunakan media aduan masyarakat berbasis online 

tersebut. Sedangkan variable lain yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media aduan 



masyarakat berbasis online di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Temuan 

identik lainnya menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul memiki kecenderungan yang relatif 

sama. Temuan tersebut adalah ekspektasi usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap untuk 

menggunakan  media aduan berbasis online. Sedangkan variable lain yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penggunaan media aduan masyarakat berbasis online di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Selain 

itu, hasil Analisa regresi menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat penagruh yang relative baik 

di banding dengan yang lain, ini menunjukkan bahwa model teori yang diajukan memiliki pengaruh yang signifikan 

terdapat penggunaan media aduan masyarakat berbasis online. 
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